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ABSTRACT
RINGKASAN
	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh merupakan suatu instansi yang bergerak dalam bidang pengelolaan pertanian dan
perkebunan. Penulis melakukan praktek kerja lapangan di Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang berkedudukan di jalan
Panglima Nyak Makam No 24 Banda Aceh  selama dua bulan dari tanggal 12 februari â€“ 12 april. Tujuan penulisan Laporan Kerja
Praktek ini untuk mengetahui Mekanisme Perhitungan Untuk Pemungutan PPN dan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Pekerjaan Jasa
Konstruksi Pada Dinas Pertanian dan Perebunan Aceh
PPh Pasal 4 ayat 2 atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajip pajak pribadi
atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Pajak Pertambahan Nilai adalah
pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
Adapun salah satu pajak yang diterima Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dari sektor pajak adalah yang berasal dari Pajak
Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas pekerjaan jasa konstruksi di Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh. Jasa Konstruksi pada Dinas
Pertanian dan Perkebunan Aceh di bagi menjadi tiga bagian yaitu jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi dan jasa
pengawasan konstruksi.
Tarif jasa konstruksi dibagi menjadi dua yaitu yang memiliki klasifikasi usaha dan yang tidak memiliki klasifikasi usaha. Untuk
tarif jasa perencanaan konstruksi dikenakan 4% jika kontraktor memili klasifikasi usaha dan dikenakan tarif 6% jika kontraktor
tidak memiliki klasifikasi usaha. Untuk tarif jasa pelaksanaan konstruksi dikenakan 2% jika kontraktor memiliki klasifikasi usaha
kecil, dikenakan 3% jika kontraktor memiliki klasifikasi usaha menengah maupun besar dan dikenakan tarif 4% jika kontraktor
tidak memiliki klasifikasi usaha. Untuk tarif jasa pengawasan konstruksi yaitu 4% jika kontraktor memiliki klasifikasi usaha dan
6% jika kontraktor tidak memiliki klasifikasi usaha.
	
